
1. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 1992 tentang
Sistem BudidayaTanarnan(l.ernbaranNegaraTahun
1992Nornor46, Tambahant.embaranNegaraNemor
3478);

2. Undang-Undang Nemor 8 Tahun 199.9 tentang
Per1indunganKensumen (l.embaran Negara Tahun
1999Nemer42, TarnbahanLembaranNegara Nomor
3821);

Mengingat

Menimbang a. Bahwa dalam rangkameningkatkanproduktivitasdan
produksi kornoditas pertanlan gun'a mewujudkan
ketahanan panaan naslonal maka perlu didukung
saranaproduksiberupapupuk;

b. bahwa untuk meningkatl<an kemampuan petani,
dalam penerapanpemupukanberimbangmaka perlu
adanyaataupundiberikannyasubsidipupuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a
dan. huruf b diatas, Pemerintah perlu rnenetapkan
Kebutuhandan Harga EceranTertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk sektor pertanian di ProVinsi Papua
Barat Tahun 2011 yang diatur dengan Peraturan
Gubemur F>apuaBaret;

/]

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 521.3/211'1112011 TAHUN 2011

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA eCERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,



3. Un~ang-Undang Namor 45 Tahun 1999 tEmtang
Pembentukan Pravinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jays dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik tndonesla Tahun 1999
Nomor 173, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 3894) sebagaimana telah diUbah
denganUndang-undangNomor5 Tahun2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun
1999 tentang Pembentukan. ProVinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Panial,
KabupatenMirtlika, KabupatenPuncakJaya dan Kota
Sorong (LembaranNegaraRepublik indoneslaTahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Repub.lik lndonesia NomOi'
018/PUU-1I2003;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2.004Nomor
85, TambahanLembaranNegaraNomor4411);

5. Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2004 tentanq
Pemerintahan Daerah (Lembarsn Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbanan
Lembaran Negara Republik IndonestaNemer 4437),
sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhit
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Ulldang
Nonoor32 Tahun 2004 tentang Pem~rintahanOaerah
(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2008
Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4844);

6. Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk BudidayaTanaman (tembaran Negara Tahun
2001 Nomor 14, TambahanLembaranNegara Nemer
4079);

7. PeraturanPemerintahNomor 7.4Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(LembaranNegaraTahun2001 Nomor138);

8. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentanq
PembagianUrusan Pemerintahanantara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
DaerahKabupaten/Kota(LembaranNegaraRI Tahun
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Nomor
Pupuk

16. Peraturan Menteri Pertanlan
28lPermeotan/SR. 1301/5/2009 tentang
Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanan:

17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nornor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/61200& tentang
Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian;

18. Peraturan Menteri Pertanlan Nemer
06/Permentan/S.R.1301212011 tentang Kebutuhan
Harga Eceran Tei1inggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Untuk Selktor Pertanian Tahun anggaran 20, 1;

Pertanlan Nomor
tentanq Penqawasan

14. Keputusan Menteri
239/Kpts/OT .2101412003
Formula Pupuk An-Organik;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
401Permentan/0T.140/412007 tentang Rekomendasi
Pemupukan N, P dan K Pada fladi Sawatl Spesifik
t.okasi;

2007 Nomor 28, Tambahan Lernoaran Negara RI
Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
08lPermentan/SR.1401212007 tentang Syarat dan
Tata Cara Pendaftaran Pupuk An--Organlk;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010
tentang Usal1a Budidaya Tanama'n (t.ernbaran Negara
Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 51()6);

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 634/MPP/Kep19/2002 teotang Ketentuan dan
Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang
beredar di Pasar;

13. Keputusan Menteri Pertanlan Nomor
237/Kpts/0T.21 01412003 tentang Pedoman
Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan
Penggunaan Pupuk An-Organik;



Pasal1
DalamPeraturan.Gubemur ini yang dimaksuddengan :
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam

penyediaan unsur nara bagi kepel1uantanaman secara langsung
atautidak langsung.

2. PupukAn-Oragnikadalahpupuk hasil proses rekayasasecara klmia,
fisil<adan atau bioloql, dan merupakan hasil industri atau pabrtk
pembuatpupuk.

3. Pupuk organik adalah pupul( yang sebagian besar atau seluruhnya
terdiri dari bahan organikyang berasaldan tanamandan atau hewan
yang telah melalui proses rekayasa,dapat berbentukpadat atau cair
yang digunakan untuk mensuplai bahan orqanik, memperbaikisifat
fisikokimiadan biologi tanah.

4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman
sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk
mencapaiproduktlvltasyang optimaldan berkelenjutansebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40IPermentan/OT.140/412007.

5. Pupuk bersubsidiadalah pupuk yang pengadaandan penyalurannya
ditataniagakan dengan Harga Eceran lI'ertinggi (HET) yang
ditetapkandi penyalurresmi dl Lini IV.

6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan d,engan budidaya
tanamanpangan.hortikultura,perkebunan,hijauanpakan ternak dan
budidayaikan dan atau udang.

7. Petani adalah perorangan warga negara indonesia yag
mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk bUdiday~
tanamanpanganatau hortikulfura.

8. Pekebun adalah peroranpan warga negara Indonesia yang
mengusahakan lahan milik sendllri atau bukan, untuk budidaya
tanamanperkebunantrakyal

,BABI
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTJNGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.



16. Komisi Pengaw8san Pupuk Pestistda (KP3) adalah wadah koordlnasl
intansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk
oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati IWalikota untuk
tingkat KabupatenlKola.

15. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Tanl (RDKK) adalah
perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsldi yang disusun
kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatanl yang dlusahakan
petani, pekebun, peternak, dan pemudidaya ikan dan atau udang
anggota kelornpok tani denqan rekomendasi pernupukan berirnbanq
spesifik lokasi.

14. Kelompok tani adalah kumputan petani yang mempunyai kesarnaan
kepentingan dalam rnernantaatkan surnberdaya pertanian untuk
bekeria sama meningkatkan produktivitas usahatani secara bersama
pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan olen
BupatilWalikota atau Pejabat yang ditunjuk.

13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuat Ketentuan
Peraturan Manten Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian.

12. Penyalur di Lini III adalan Distributor sesuai ketentuan Peraturan
Menten Perdagangan Nomor 211M-DAG/PER/6/2008 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian.

11. Produsen adalah perusahaan yang rnemproduksi dan/atau
rnenqadakan pupuk an-organik (Urea,NPK,ZA,Superhos) dan pupuk
organik di dalam negen.

10. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga negara
indonesia yang rnenqusahakan lahan, milik sendirt atau bukan, untuk
budidaya ikan dan atau udanq yang tidak memilil<i Izin usaha.

9. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang
mengusahakan lahan milik sendin atau bukan, untuk budidaya
tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memililti izin usaha.



Pasal3
(1) Alokasl pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan

berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan
kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kots
serta alokasi anggaran subsidl pupuk tahun 2011,

(2) Aloks! pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksl.ld pada ayat (1) dirinci
menurut KabupatenlKota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan
sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan inL

(3) A10ksi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci
lebih lan;ut menurut Distrik, Jenis, Jumlah dan sebaran bulanan yang
ditetapkan dengan Peraturan BupatiM'alikota.

(4) Peraturan Bupatil'itvalikota sebaqairnana 'dirnaksud pade ayat (3)
ditetapkan setarnbat-lambatnya pada akhir bulan November 201'1;

(5) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar
memperhatikan usulan yang dlajukan oleh petanl, P';kebun, petemak
pernbudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang di setujui
oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cebang Dines (KCD)
setempat.

(6) Dinas yang membidangi tanarnan pangan, hortikul,tura, peternakan,
perkebunan dan pembudidayaan ikan dan atau udarlg seternpat wajtb
melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun
RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kernampuan
penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

BAS III
ALOKSI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal2
(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, petemak yang

mengusahakan lahan setuas-luasnya 2 (dua) hektar setiap rnuslrn
tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang
seluas-Iuasnya 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortlkultura,
perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

bASil
PERUNTUKAN PUPUK SERSUBSIOI



Pasal6
(1) Pelaksanaan Pengadaan dan penyaluran pupuk berubsldi sampai ke

penyalur Uni IV dilakukan sesuai dengan ketenfuan Peraturan
Menten Perdaganqan tentang Penqadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsldi Untuk Sektor Pertanian;

PasalS
(1) Pupuk bersubsidi sebaqatmana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1)

terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang .dlproduksi
dan/atau diadakan oleh produsen.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk
Sfiwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan
PT.Petrokimia Gresik.

BABIV
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERllNGGI PUPUK

BERSUBSIDI

Pasal4
(1) Kekurangan Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah

Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
dapat dipenuhi melalui realokasl antar wilayah.

(2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi <litetapkan
lebih laniut oleh Gubernur dengan Surat Keputusan G(Jbemur.

(3) Realokasi antar Distrik dalarn wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan
lebih lanjut oleh BupatilWalikota dengan Surat Keputusan
BupatilWalikota.

(4) Realokasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dan ayat (3), dapat
dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekornendast Kepala Dinas
Pertanian, Petemakan dan Ketahanan pangan Provinsl papua Barat
dan/atau Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang rnernbidanqi
pertaniart, sambil menunggu penetapan olen BupafifINaUkota atau
Gubemur guna memenuhi kebutuhan petanl di lapanqan,

(5) Apabila alokasl Pupuk bersubsidi di suatu KabupatenlKota, dan/atau
Distrik pada bulan berjalan temyata tidak mencukupi, maka produsen
dapat menyslurkan alokasl pupuk bersubsidi di Wilayah bersanqkutan
dan aloks! bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan
atau slsa alokasi bulan sebclumnya sepanjang tida~ rnelarnpaul
alokasi 1 (satu) tahun.



= Rp. 1.600,- Per KQ;
= Rp. 1.400.- PerKg;

a. Pupuk Urea
b. PupukZA

~asal7
(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5

ayat (1) harus diberi label tambanan berwama merah yang
bertuliskan

"PuDuk 8ersubsidj Pemerintah"
"Barang Dalam Pengawasan"

mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
(2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tultsan pads label

sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan ole'h produsen
pupuk selambat-Iambatnya sampai dengan bulan April 2011.

~asal8
(1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidl

sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagar berikut:

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Uni
IV ke petani atau ketompok tani diatur sebagai berikut:
a. penyalur pupuk bersubsidi di tingkat periyalur Llni IV berdasarkan

RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud padS huruf a

mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsjdi yang telah
di~tapkan dalam Peraturan Gubemur dan Peraturan
BupatilWalikota.

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Uni IV ke petanl
atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada : ayaf (2),
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di
wllayahnya sebagai dasar pertimbangan sebagai penqalokasian
pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalarn Peraturan
Gubemur Papua Barat inL

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani atau
kelompok tani dilakukan melalui pendarnplnqan penerapan
pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Uni IV ke
petani dilakukan oleh petugas pengawas yang di tunjuk sebagai satu
kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) cfi
Kabupaten/Kota.



Pasal11
(1) Komisi Penqawasan Pupuk dan Pastisida di Provinsi dan

Kabupaten/Kcta wajib melakukan pemantauan dan penqawasan
terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di

. wilayahnya.
(2) Kornlsi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KabupatenlKota dalarn

melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Hartan Lepas (THL),
Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tanarnan (TBP:..
OPT),. serta 'Pengamat Hama dan Penyaklt (PHP).

Pasal10
Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini J sampai lini IV
sebagaimana diatur dalarn Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

PENGAWASANDAN PELAPORAN

BABV

Pasal'
(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),distributor,

dan penyalur dl linr IV wajlb menjamin ketersediaan p.upukbersubsidi
saat dibutuhkan petani, pekebun, petemak, dan perilbudidaya ikan
dan atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang
tetah ditetapkan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dlrnaksud pada
ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dllaksanakan
melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat, bagi daerah
daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokaslnya, maka
dapat dilakukan realokasi sebagaimana dlrnaksud dalarn Pasal 4. .

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidl sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg
yang dibeli oleh petani, pekebun, petemak, pernbudidaya ikan dan
atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.aOO," Per ~"(g;
d. PUPlJkNPK Phonskha (15:15:15) = Rp. 2.300,- Per Kg;
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 2.300,- Per Kg;
f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) = Rp. 1.300,- Per Kg;
g. Pupuk Organik = Rp. 700,- Per Kg;



Ditetapkandi Manokwari
padatan9gal4 Maret2011

GUBERNURPAPUA BAAAT,

CAP/ITD

ARBAHAMO. AtURURI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peogundangan
peraturan ini denqan penempatannya dalam Berita Oaera'h Provinsi
PapuaBarat.

P..asa114
PeraturanGubemur ini mulai berlakupada tanggal 1 Januart 2011.

P..asa113
Ketentuan pelaksanaan dan halLhai teknis yang belum diatur dalam
Peraturanini, ditetapkan lebih lailJutdengan KeputusanGubernurPapua
Barat.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal:1i2
(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di KabUpaten'/Kotawajib

menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk
bersubsidieliwilayahke~anyakepadaBupatiJWalikota.

(2) BupatilWalikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
pengawasanpupukbersubsidikepadaGubemur.

(3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi wajib
menyarnpaikanlaporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk
bersubsidikepadaGubemur.

(4) Gubemur menyampaikan laporan hasil pernantauan dan
pengawasanpupukbersubsidikepadaMenteriPertanian.



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEpiALA BIRO' HUt<UM,

BERITA OAERAH PROVINSI PAPUA BAAAT TAHUN 2011 NOMOR 155

SEKRETARIS OAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPITTD

MARTHEN LUTHER RUIV!ADAS

Diundangka~l di ManokWari
pada tanggar 4 Maret 2011
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